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Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga 

di tempat 
 
 

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Nomor: 100.3/583 tanggal 24 

Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, bersama ini 

disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tersebut telah dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti 

ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

 Heni Susila Wardoyo 
 

 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

mailto:.jateng@kemenkum.go.id


WALI KOTA SAIATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH  KOTA SALATIGA
NOMOR  ...  TAHUN  ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

WALI  KOTA SALATIGA,

Menimbang     :   a.    bahwa   untuk   memberikan   arah    dan   tujuan   dalam
mewujudkan   cita-ciLa   dan   tujuan   Rota  Salatiga  sesual
dengan  visi,  nisi,  arah  kebijakan  nasional  dan  Provinsi
Jawa   'I`engah   berpedoman   pada   Pembukaan   Undang-
Undang   Dasal.   Negara   Reput]Iil{   ITidonesia   Tahun    1945
dengan   berlandaskan   pada   nilai-nilal   Pancflsila,   |]erlu
disusun Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah
kurun wflktu  5 (lima) tahun mcndatang;

b.   bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
sebagaimana dimaksud pada huT.uf a dimaksudkan untuk
memberihan  al.ah  pembangunan  daerah  sehingga  dapat
dilaksanakan  secara  sinergi  dan  selaras  yang  didukung
dengan   kondisi   wi]ayah   dan   masyarakat   Krita   Salatiga
sesual dengan visi dan nisi Kepala Daerah Kota Salatiga;

c.   bahwa  untuk  memberikan  arah,  landasan  dan  kepastia
hukum kepada  semua  pihak .yang terlibat dalam  rencana
pembangunan jangka menengah daerah, maka diperlukan
pengaturan Renca.na Pembangunan Jangka Menengah;

d.   baliwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada  huruf a,  huruf  b,  dan  huruf c,  perlu  menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah KOLa Salatiga Tahun 2025-2029;

Menctngat        :    1.    Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.   Undang-Undang     Nomor      17     Tahun      1950     tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemenntahan      L)aerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah   beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2022    tcntang    C{pta    Keria    Menjadi    Undang-Undang
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor
238,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia  +
Nomor 6856);



Dengan Persetujuan Bcrsama
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KOTA SALATIGA

dan
WALI  KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :    PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1
Dalam PeratLiran  Daerah ini yang dimak§ud dengrnt
1.    Daerah adalah Kota Salatiga.
2.   Pemerinfahan     Daerah    adalah    penyelenggaraan    urusan

pemerintahan     oleh      Pemerintali     I)aerah      dan      nFWFin
Perwckilan  Rdkyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-1uasnya  dalam
sistem   dan   prinsip   Ncgara   Kesatuan   Republik   Indoiiesia
sebagaimana dimaksud dalam UndaTig-Undaiig L)asar Negal.a
Republik  Indonesia Tahun  1945.

3.   Pemerintah     Daerah    adalah    Wall    Kota    sebagai    unsur
perlyelenggara     Pcmerintahan     Daerah     yang     memimpin
pelaksanaari       urusan       pemerintahan       yang      menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.    Wall Kota adalah Wall Kota Salatiga.
5.   Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Wall  Ko fa  dan

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  penyelenggaraan
urusarl pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6     Rf.nrana  pfmhang[man ,Jangka  Mfnfingali  Nasirmal      Tahim
2025-2029    .yang    selanjutnya    disingkat    RPJMN,    adalah
dokumen perencanaan pembangu nan nasional untuk periode
5  (lima)  tahun  terhitung  sejak Tahun  2025  sampal  dengan
Tahun 2029.

7.   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   adalah   suatu   proses
l,lntuk  menentul{an  kebijakan  mLasa  depan,  melalui  i]rutan
pilihan,    yang    melibatkan    berbagai    unsur    pemangku
kepentingan,  guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah

8.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi
Jawa  Tengah  Tahun  2025-2029,  yang  selanjutnya  disebut
RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5
(lima)   tahun  terhitung  sejak  Tahun  2025  sampai  dengan
Tahun 2029.

9.   Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah Kota salatiga
Tahun  2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD,  adalah
dokumen perencanaan pembangunan  daerah untuk periode
20 (dua pululi) taliuii tei.hitung sejak         Tahun 2025 sampai
dengan Tatiun  204.5_

10. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  yang  selanjutnya  disingkat  J^
RTRW,  adalah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Salatiga
Tahun 2023-2043.



11. Kajian     Lingkungan     Hidup     Strategis    yang    selanjutnya
disingkat  KLHS  adalah  ratigkaian  analisis  yang  sistematis,
menyeluruh,   dan   partisipatif   untuk   memastikan   bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi  dalam  pembanguna.n  suatu  wilayah  dan/atau
kebijakan , rencana dan/atau program.

12. Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   Kota
Salatiga    Tahun    2025-2029    yang    selanjutnya    disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk  periode  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  Tahun  2025
sampai dengan Tahun 2029.

13. Rencana    Strategis    Perangkat    Daerah    yang    selanjutnya
disebut    Renstra    Perangkat    Daerah,    adalch    dokumcn
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

14. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah,  yang  selanjutllya
disebut Rencana Kerja Pt.Inerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencariaan I)aerah untuk
Periode  I  (Lcatu)  tahun

15. Pembangunan  Daerah  adalah  usaha yang sistematik untuk
pemanl`aatan   sumber   daya   yang   dimiliki   daerah   untuk
peningl¢al#n     d.riri     pemarntrmn    pondapatcin    masyorckat,
kesempatan  kelja,  lapangan  berusaha,  men].ngkatkan  akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah  sesuai
dcngan urusan  pcmclilildlidi I ydHg mcHij.adi kewcnangann.ya.

16.Visi    ad€ilah    rumiisan    umum    mcngcnal    kcadaan    yang
diinginkan  pada  akhir  petlode  perencanaan  Pembangunan
Daerah.

17. Mi`qi   adalah   rumugan  umum   mengenai   upaya-upaya  yang
akan dilaksanakan untuk mewujudhan Visi.

18. Strafed  adalah  langkah  berisikan  program-program  sebagal
pl.ioritas   pembangunan   Daerah/Perangkat   Daerah   untuk
mencapai sasal`an.

19. ATah     Tl'ebijakan     adalah     T.umusan     keraTigka    ptkiT    at.au
kerangka     kerja     unt.uk     menyelesaikan     permasalahan
pembangunan   dan   mengantisipasi   isu   strategis   Daerah/
Perangkat    Daerah   yang   dilaksanakan    secara   bertahap
sebagai penjabaran strategi.

20. Program   adalnh   penjabnran   kebijakan   Perangkat   Daemh
dalam  bentuk  upaya  yang  berisi  satu  atau  lebih  kegiatan
dengan  menggunakan  sumber daya yang disediakan  untuk
mencapai hasil yang tcrukur sesual dengan tugas dan fungsi.

21. Program   Pembangunan   Daerah   adalah   Program   strategis
Daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Perangkat  Daerah  sebagai
instrumen Arah Kebijakan untuk mencapal sasaran RPJMD.

22. Keuangan  Daerah adalah  semua hak dan kewajiban Daerah
dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang
dapat dinilai dengan uang selta segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

23. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan
dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

E::iagnfun::[u¥rtmame=::kaLh:::lea;earqu:;:si,akrl:ne:rj:ecdaar:+
ekonomis, efisien dan efektif.



BAB  11
RPJMD

Pasal 2
(1)  RPJMD merupakan penjabaran dari Visi,  Misi, dan  Program

Wall Kota terpilih ha§il pemilihan Wall Kota Tahun 2024.
(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) memuat tujuan,

sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan
Keuangan   Dacrah,   scrta  Prograiii   Perangkat   Daerah   dan
lintas   Perangkat   Daerah   yang   disertai   dengan   kerangka
pendanaan bersifat indlkatif untukjangka         waktu 5 (lima)
tahun  terhitung  sejak  Tahun  2025  sal'npal  dengan  Tahun
2029.

(3)   RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dis}usun dengan
berpedoman pada:
a-    RPJPD;
b.    RTRW;
c.     RPJMN;
d.   RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
e.     KLHS`

Pflal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a,   1andasan   dan   pedoman   bagi   Pemerintah   Dacrali   dalam

melaksanakan  pembangunan  untuk jangka  waktu  5  (lima)
tc`hun     tcr'hitung    sojak     Tnhun     2025     sdmpal    dcngari
Tahun 2029;

b.    pedoman   dalam   penyusuTian   Remitra   PeraTigkat   Daerah
st:sufli  pt:I iui}t:  RPJMD.

c.    pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.   acuan     bagi     seluruh     pemangku     kepentingan     dalam

pelaksanaan  kegratan  pembangunan  sesuai  peiiocle  l{l',J M I );
dan

e.    instrumen  evaluasi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
sesuai periode RPJMD.

Pasal 4
(1)   RPJMD   sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal   2   disusun

dengan  sistemfltikH set)agai I)erikut.:
a.   bab I         pendahuluan;
b.   babll
c.    bablll
d.   bablv
e.   babv
f,    babvI

g.    babvIl

h.   babvIII

i.     bablx
(2)   Dokumen

tercantum

gambaran umum kondisi Daerah;
gambaran keuangan Daerah;
per.maoalahan dan Iou Strategis Daerch;
Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
Strategi,      Arah      Kebijakan      dan      Program
Pembangunan Daerah ;
kerangka     pendanaan     pembangunan     dan
Program Perangkat Daerah ;
kinei]a penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah;
dan
penutup.

:iJaMmDLasembpat:=nm=:gdi::uk5±danpabdaagLaanyattfd#h
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB  Ill
PENGENDALIAN  DAN  EVALUASI

Pasal 5
(1)  Wall  Kota  melakukan  Pengendalian  dan  Evaluasi  terhadap

RPJMD.
(2)  Pengendalian dan Evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat

(1)  meliputi:
a.   Pengendalian     dan      Evaluasi     terhadap     perumusan

kebijakan RPJMD;
b.   Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

mencakup  pelaksanaan  Renstra  Perangkat  Daerah  dan
RPJMD; dan

c.    evaluasi terhadap has]'l RPJMD.
(3)  Tata  cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  RPJMD  sebagaimana

dimal{eud    pnda    ayat    (2)    dilaksanakan    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6
( 1 )   Perubahan  RP.TMr} c]apat dilakukan apab£1a:

a. hasil   Pengendalian   dan   Evaluasi   menunjukkan   bahwa
proses perumusan  tidak  sesuai  dengan tahapan dan  tata
cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
diatur    beT'dasarkflli     ketentufln    rifirj]t`]T.an     perundAng-
undangan;

b  ha.ail   Pengendalian   dan   Evaluasi   menunjukkan   bahwa
substansi     yang     din]m`]skan,     tidak     Se§uai     dengan
keten tuan peraturan pcrundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2)  Dalam  rangka  efektivitas,  pcrubahan  RPJPD  dan  RPJMD

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  dan  b  tidak
dapat dilakukan  apabila.  sisa nasa berlaku  RPJMD  kurang
dari 3 (tiga) tahun.

(3)  Perubahan yang mendasar sebagainana dimaksud pada ayat
( 1) huruf c, mencakup teTjadinya:
a.   bcncana alan;
b.   goncangan politik;
c.    krisis ekonomi;
d.   konflik sosial budaya;
e.   gangguan keamanan;
I.    pemekaran daerah; atau
9.    perubahan kebijakan nasional.

(4)  :ee=]T:Ta:e:oP:#D  ;::;:¥umn=a  £LKmpaDksE:npapdeanfysautn£LJ h

Perubahan Renstra Perangkat Daerah.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar       setiap        orang       mengetahuinya,        memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

P\`ALI  KOTA SALATIGA,

ROBBY  HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tangga]

SEKRETARIS  DAERAH
I{OTA  SAl,ATTG^,

WURI PUJIASTUTI

I,F,MBARAN DAERAH  KOTA SALATIGA TAHUN  . . .  NOMOR  . , ,

NOREG  F'ERATURAN  DAERAI I  KC)TA  SAT.A1`TCIA7  PROVTNST JAWA TENT.AH.

(. . . / . ")



PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN  PERATURAN DAERAH  KOTA SALATIGA
NOMOR  ...  TAHUN  ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN jANGKA MENENaAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I.    UMUM

Pada   hakikatnya  Perencanann   Pembangunan  Daerah   merupakan
bagian    integral    yang    lidak    terpisahkan    dan    sistem    perencanaan
pembangunan   nasional   dengan   arah,   tujuan,   kebijakan,   sasaran   clan
prioritasnya set)agaimana ditetapkan dalam Rent.ana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN
dengan  tujuan  untuk memberikan gambaran mengenai wujud masia (lepan
yang diinginkan dalam  kuT.un wal{tu  lima  tahun.  RPJMN  sebagai  rencam
jangka menengah selginjutnya diterjemahkan  secara kongkrit,  spesifik dan
operasional monj.Sdi i`er]cunu c)pcrasional tahuna.n.

Selain      untuk      mencapai      sasaran      pembangunan      nasicinal,
Pembangunan   Daerah  juga   bertujuan   untuk  meningkatkfln   hasil-basil
Pembangunan   Daerah   bagi   masyarakat   secara   adil   dan   merata   agar
TTia.eyaTakat leb{h  sejahtera.

Dalam rangka memberikan arab dan tujuan dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota
berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Per.encanaan  Pembangunan  Nasional,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pcmerintahan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali
lci`akliii'  dt.Iigari  Ulidarig-Ulidang  Nomor  6  Tahun   2023,  dan   Peraturan
Menteri    Dalam     Negeri     Nomor    86    'l'ahun    2017    teritatig    Tata    Cara
Perencana.an, Pengendaliari dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah  tentang  Rencana   Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangkd  Menengah
Daerah serta Tata Cat.a Pet.ubahan Rencana Pembangunan LJangka Panjang
Dziel.zih,  Rencana  Pembangunan Jangka  Mcnengah  Daerah,  dan  Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah,  perlu  disusun  Rencana  Pembangunan  Daerah
kurun waktu  5 (limfl)  tflhiiTi

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 2029  merupakan penjabaran dari
visi,   nisi,   dan   program   Wall   Kota  untuk  waktu   5   (lima)   tahun  yang
penyusunannya  beapedoman  pada  RPJPD  dan  memperhatikaii   RP.JMN,
memuat arah kebijakan keuangan daerah,  strategi Pembangunan Daerah,
kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan program kewilayahan
disertai   dengan   rencana-rencana   kerja   dalam   kerangha   regulasi   dan
kerangka  pendanaan  yang  bersifat  indikatif.   Penyusunan  RPJMD   Kota
Salatiga Tahun 202 5-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh   pemangku   kepentingan   pcmhangunan,    serta   mengacu   pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman
penyusunan   Renstra   Perangkat   Daerah   untuk  periode   5   (lima)   tahun
terhitung  sejak  tahun  2025  sampai  dengan  tahun  2029  dan  pedoman
penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   tersebut   di   alas,   perlu  /`
membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-
2029.



11.   PASAL DEMI PASAL

Pasal  1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAIIAN  I,EMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR  , ,.

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,


Heni Susila Wardoyo
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